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TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2O2O

Menlmbang:

GI'BERrI'R IYUSA TEIY(X}ARA TIUI'R,
bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
sekaligus menindaklanjuti program strategis nasional dalam
pencegahan korupsi, perlu ditetapkan rencana aksi pencegahan
korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan
Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Tirnur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun
1958 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesi,a Tahun 2O15 Nomor 58, Tarnbahan lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5679);

Ucnglngat : 1.

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O18 tentang Strategis
Nasional Pencegahan Korupsi (lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2018 Nomor 108);

fcmperhatltan : l. surat Edaran Menteri Datam Negeri Nomor : 3s6/z323lsJ
tanggal I Agustus 2Ol9 tentang Percepatan pelaksanaan
Strategis Nasional Pencegahan Korupsi pa.da pemerintah
Daerah Tahun 2Ol9 -2O2O;

2. Surat Pi.mpinan Komisi pemberantasan Korupsi Nomor :

B / 167 3 / KSP.OO / lO- L6 / 04 / 20 t9 tanesjat I Apit 2O2O perihal
Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan

b.

2.

Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2O2O;ry



[enetap|toa;
XEAATU :

IIEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

METUTUSKAJI:

Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan program
Strategis Nasional Pencegahan Korupsi pemerintah provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2O20.

Dokumen Rencana Aksi program pencegahan Korupsi Terintegrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O2O sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan ini.
Dokumen Rencana Aksi program Strategis Nasional pencegahan
Korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O2O
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU addah sebagaimana
tercantum dalam l,a,mpiran II Keputusan ini.
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan darr Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggatan 2O2O.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetefkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal t JuNr 2O2O 
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Tembusan:
l. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Tinur di Kupa.ng;
2. Inspeliitur Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah provinsi NIT di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi NTT di kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah provinsi Ntf ai fupang;7. Kepala Dina$ Kominfo hovinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan perijinan Terpadu satu pintu provinsi NTr di Kupang;
lO. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi NTT di Kupang;
I l. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pror''rnsi Nfi di Kupang;
13. Kepale 931q4 Polisi Pa:nong Praja Provinsi NTT di Kupalg;
14. Sekretaris DPRD Provinsi NTT di Kupang;
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
16. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda provinsi NTT di Kupang;
17. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi N'ff di Kupang. f



TEUUTTISKAIf :

Menetapkan:

I(ESA'TU : Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Program
Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2O2O.

I(EDUA : Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 202O sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan ini.

XETIGA : Dokumen Rencana Aksi Program Strategis Nasional Pencegahan
Korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O2O

sebagaimana dimaksud dalam Dilrhrm KESATU adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

I|EEUPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2O2O.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 f t.tNl 2O2O I

I cueennun NUSA TENccARA TIMURtru rn
v<u?

VIKTOR BUNGTILU LNSKODAT

Tembusan:
1. Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspelrtur Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi IYfi di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapa.tan dan As€t Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Kominfo kovinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas PUPR hovinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpa.du Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi N"IT di Kupang;
I 1. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nfi di Kupang;
13. Kepala Satu,an Polisi Parnong Praja Provinsi Nfi di Kupang;
14. Sekretaris DPRD Provinsi NTT di Kupang;
15. Kepala Biro Hukum Setda Provlnsl NTT di Kupang;
16. Kepala Biro Penga.daan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
17. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NT T di Kupang. .*



LAMPIRAN I : KEPUTUS$ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR z liz /KEP/HK I2O2O
TANGGIAL: 

'furvt 
2O2O

RTNCANA AKSI PROGRAM PENCEG}ATIAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAII PROVIilSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAIIUN 2O2O

ft

NO INDIKATOR
KEBERHASILAN PELAKSANA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN PDNDUKUNG

I

1

PERTNCAITAAN DAN
PEIIGANGGARAN

Aplikasi Perencanaan

APBD
BAPPELITBANCDA

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Bappelitbangda bersama
Diskominfo men5rusun aplikasi
perencanaan APBD yang memuat:
1. Visi Misi Kepala Daerah
2. RPJMD

3. Pokok Pikiran Dewan

4. Usulan Masyarakat (Hasil
Musrenbang)

Adanya aplikasi perencanaan APBD Perencanaan APBD yang
transparan dan akuntabel

ScreensLat halaman beranda aplikasi
Perencanaan APBD Pemda yang
bersangkutan yang menunjukkan apiikasi
perencanaan telah digunakan

BAPPELITBANCDA

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Bappelitbangda menggunakan
aplikasi perencanaan

APBD yang memuat:
1. Visi Misi Kepala Daerah
2. RPJMD

3. Pokok Pikiran Dewan

4. Usulan Masyarakat (Hasil
Musrenbang)

Aplikasi perencanaan APBD telah
digunakan

Perencanaan APBD yang
transparan dan akuntabel

l. Screenshoof masing-masing menu:
- Visi Misi Kepala Daerah
. RPJMD

- Pokok Pikiran Dewan

- Usulan Masyarakat (Musrenbang)

2. Sofrcopg Manual Book aplikasi
Perencanaan APBD

3. Halaman uebsite aplikasi e-pLanning
yang digunakan beserta user nnme dan
password.

Dokumentasi
RPJMD

BAPPELITBANGDA

Dinas Komunikasi
dan Informatika

1. Bappelitbangda men5rusun
RPJMD

2. Bappelitbangda memiliki menu
RPJMD dalam ar:likasi
perencanaan APBD

Adanya menu RPJMD (Rencana
Lima Tahunan) dalam aplikasi
perencanaan APBD

1. Kesesuaian seluruh prograrn
dan kegiatan (Rencana
Tahunan/ RKPD) dengan
RPJMD

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan yang baik

Screenslat aplikasi yang menunjukkan
adanya menu RPJMD dalam aplikasi
perencanaan APBD.

BAPPELITBANGDA

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Bappelitbangda menginput
RPJMD dalam aolikasi
perencanaan APBD

Dokumen RPJMD telah dimasukkan
melalui aplikasi perencanaan APBD

1. Kesesuaian seluruh program
dan kegiatan (Rencana
Tahunan/RKPD) dengan
RPJMD

2. Akuntabilitas Kinerja Instanei
Pemerintahan yang baik

Penjelasan bahwa RPJMD telah diinput
dalam aplikasi perencanaan APBD
ditunjukkan dengan screenshoot RPJMD
yang telah diisi dalam aplikasi
perencanaan,

-l-
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DOKUMEN PENDUKUNC
NO INDIKATOR

KEBERHASILAN PELAKSANA AI.ITIVITAS OUTPUT OUTCOME

Gp"*" Ha- R*iu RKPD oleh Inspektorat
Daerah yang mereviu tentang kesesuaian
program-dan kegiatan (Rencana Tahunan/
irfinl d.ttgttt Rp.lUO Laporan hasil reviu

ditujukan kePada KePala Daerah'

lnspektorat Daerah

BAPPELITBANCDA

Inspektorat Daerah melakukan
reviu tentang kesesuaian Program
dan kegiatan (Rencana
Tahunan {RKPD} dengan RPJMD

Hasil Reviu InsPektorat Daerah
tentang kesesuaian Program dan
kegiatan (Rencana Tahunan/ RKPD)

dengan RPJMD

1. Kesesuaran selurun Program
dan kegiatan (Rencana
Tahunan/RKPD) dengan
RPJMD

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan Yang baik

I fesesualan seluruh Program
dan kegiatan (Rencana
Tahunan/RKPD) dengan
RPJMD

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan Yang baik

@ut Rekomendasi
gasil Reviu RKPD (disusun
Bappelitbangda)

2. Dokumen yang menunjukkan Penilaian
Inspektorat Daerah Yang
menggambarkan Prosentase Tindak
t anjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPD

3. Nitai SAKIP Pemda atas APBD Tahun
2019

BAPPELITBANGDA

inspektorat Daerah

Bappelitbangda melakukan tindak
lanjut atas hasil reviu Inspektorat
Daerah tentang kesesuaian
program dan kegiatan (Rencana
Tahunan/ RKPD) dengan RPJMD

Tindak Lanjut Hasll Revlu
lnspektorat Daerah

Dokumen Yang menjelaskan PrgTi
Musrenbang tahun berjalan untuk APBD

tahun berikutnYa Yang berisi:

1. Mekanisme untuk menYamPaikan
usulan dari masYarakat

2. Data usulan Musrenbang

3. Proses telaahan Bappelitbangda
untuk mengakomodir usulan

4. Berita Acara Hasil Musrenbang beserta
lampiran Yang menunjukkan usulan
awai, usulan yang disepakati, usulan
yang ridak sepakati beserta alasannya

i*"ig."r, Pada Permendagri 86 Tahun
20L7.

J Dokumentasi
Musrenbang, Pokir
DPRD, dan Forum
Perangkat Daerah

BAPPELITBANGDA

OPD Teknis

MUSRENBANG:

L. Pelaksanaan Musrenbang
mengacu pada Permendagri 86
Tahun 2O17

2. Pemda menggunakan/
menginput usulan masing-
masing OPD melalui aPlikasi
perencanaan APBD

3. Masyarakat menggunakan/
menginput Musrenbang
melalui menu Musrenbang
pada aplikasi Perencanaan
APBD

1. Adanya menu
Musrenbang dalam aPlikasi
perencanaan APBD dan telah
digunakan sebagai dasar untuk
menyusun dokumen
perencanaan APBD

2. Mekanisme Musrenbang,
dilaksanakan mengacu
Permendagri 86 Tahun 2O17

Mekanisme Penyamparan
usulan masYarakat
(Musrenbang), usulan Dewan
(Pokir Dewan), dan Forum
OPD (Perangkat Daerah) Yang
transparan dan akuntabel

Ookt"rmen yang menjelaskan proses

pengusulan Pokir Dewan tahun berjalan
untuk APBD tahun berikutnYa:

1. Mekanisme untuk menyampaikan Pokir
Dewan

2. Data Pokir Dewan per Anggota Dewan

3. Proses telaahan Bappelitbangda
untuk mengakomodir Pokir

Berita Acara Forum Perangxat L'aeran

(antara Bappelitbangda dengan OPD)

iahun be{lian untuk APBD tahun
berikutnya mengacu pada permen9"Stt 86

Tahun 2OL7. Berita Acara sekurang-
kurangnya memuat:

BAPPELITBANCDA

Sekretariat DPRD

POKIR DEWAN:

1. Bappelitbangda memberikan
user rwme dan passuiord Pada
masing-masing Anggota DPRD

2. Anggota DPRD menggunakan/
menginput usulan/ Pokok
pikiran Dewan melalui menu
Pokir DPRD

3. Penyampaian Pokir DPRD
dilakukan secara transParan
dan akuntabel.

t. adanya menu Pokir Dewan
dalam apiikasi Perencanaan
APBD dan telah digunakan
sebagai dasar untuk menyusun
dokumen perencanaan APBD

2. Mekanisme Pokir Dewan
dilaksanakan mengacu
Permendagri 86 Tahun 2O17

Mekanlsme PenyanrrPalur
usulan masYarakat
(Musrenbang), usulanDewan
iPokir D"*"n), dan Forum OPD
(Perangkat Daerah) Yang
transparan dan akuntabel

I BAPPELITBANGDA

OPD Teknis

FORUM PERANGKAT DAERAH:

1. Pelaksanaan Forum Perangkat
Daerah dilaksanakan
mengacu Permendagri 86
Tahun 2017

2. Bappelitbangda dan

1. Adanya menu Forum
OPD {Perangkat Daerah)
dalam aplikasi Perencanaan
APBD dan telah digunakan
sebagai dasar untuk menYusun
dokumen Perencanaan APBD

Mekanisme Penyampalan usulan
masyarakat (Musrenbang) usulan
Dewan (Pokir Dewan), dan
Forum OPD (Perangkat Daerah)
yang transParan dan
akuntabel
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NO INDIKATOR
KEBERHASILAN PELAKSANA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN PENDUKUNG

masrng-masrng oPD
menandatangani Berita Acara
Kesepakatan rencana prograrn
dan kegiatan yang akan
dilaksanakan

2. Mekanisme Forum feranglat
Daerah dilaksanakan mengacu
Permendagri 86 Tahun
20t7

1. Gambaran permasalahan dan isu
strategis Perangkat Daerah

2. Tujuan dan Sasaran
3. Strategi dan Arah Kebijakan
4. Rancangan Program dan Kegiatan
5. Pendanaan4 Standar Satuan Harga

(ssH)
a Badan Keuangan

Daerah

Biro Hukuma

r. tlr.r(AlJ menyusun Standar
Satuan Harga (SSH)

2. Kepala Daerah menetapkan
SSH dalam dalam SK Kipala
Daerah

SK Kepala Daerah tentang SSH Penggunaan -Nil,ai- sSH-Ii a6-
batas kewajaran sehingga dapat
mencegah mark up anggaran

Surat Keputusan fepati-DaIafr-tentang
Penetapan SSH yang berlaku di
tahun berjalan.
Catatan:

MCP Tahun 2O2O maka penilaian
dilakukan atas SSH Tahun 2O2O

Badan Keuangan
Daerah

Biro Hukum
Dinas Komunikasi
dan lnformatika

Seluruh SSH diinput
dalam aplikasi penganggaran d"n
digunakan sebagai dasar dalam
penggunaan dan pertanggung
JarvaDan anggaran

SSH telah digunakan dalam
penggunaan dan pertanggung
jawaban APBD

Penggunaan Nilai SSH dalam
batas kewajaran sehingga dapat
mencegah mark up anggaran

L. Screerrclnt menu dan hasil input SSH
dalam aplikasi p"ng"rrgg"r"., tahun
berjalan

2. Alur yang menjelaskan penggunaan
SSH dalam aplikasi penganggaran
tahun berjalan
- SSH dimasukkan dalam aplikasi
- SSH digunakan sebagai dasar

pengajuan pencairan anggaran
- SSH digunakan sebagai dasar

pertanggunglawaban keuangan
3. Contoh Dokumen pengajuan pencairan

Anggaran
4. Contoh Dokumen pertanggung-jawaban

Keuangan
Catatan:

MCP Tahun 2O2O maka penilaian
dilakukan atas SSH Tahun 2O2OInspektorat Daerah

Badan Keuangan
Daerah

Inspektorat Daerah melakukan
Reviu SSH

Laporan Hasil Reviu SSH ;leh
Inspektorat Daerah

Penggunaan Nilai SSH dalam
batas kewajaran sehingga dapat
mencegah mark up anggaran

Laporan hasil reviu Inspektorai Daerah
[enrang SSH
yang sekurang-kurangnya mencakup:
1. Proses penetapannya
2. Besarannya (apakah masih dalam batas

kewajaran); dan
3. Pemanfaatannya dalam aplikasi

penganggaran APBD. SSH digunakan
sampai dengan pertanggungjawaban
keuangan, digunakan sebagai dasar
pencairan anggaran

-3-
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No I TNDTKAToR..- I KEBERHASILAN PELAKSANA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN PENDUKUNG

Catatan:
MCP 2O2O maka Reviu SSH untuk SSH
tahun 202O

. Badan Keuangan
Daerah

. Inspektorat Daerah

BPKAD meiakukan Tindak
Lanjut Hasil Reviu SSFI

Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi
Reviu SSH

Laporan tindak lanjut rekomendasi atas
hasil
rerriu SSH yang menggambarkan o/o tindak
lanjut atas hasil reviu SSH

5 Analisis Standar Biaya
(AsB)

Biro Pengadaan
Barang/Jasa
Dinas PUPR

OPD Terkaita

Bappelitbangda, BPI(AD, UKPBJ,
OPD Teknis terkait menyusun
Analisis Standar Biaya (ASB)
sampai dengan Harga Satuan
Pokok Kegiatan (HSPK) dan
ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Daerah

1. Regulasi tentang Penetapan
ASB

2. Regulasi tentang Penetapan
HSPK

Penggunaan ASB dalam
aplikasi perencanaan sampai
Harga Satuan Pokok Kegiatan
(HSPK) masih dalam batas
kewajaran sehingga mencegah
markup anggaran

1. Peraturan Kepala Daerah tentang
Penetapan ASB,

2. Peraturan Kepala Daerah tentang
Penetapan HSPK

I

Catatan:
MCP 2O2O maka dokumen yang
disampaikan adalah ASB dan HSPK tahun
2020

o Badan Keuangan
Daerah

r Dinas Komunikasi
dan Informatika

Bappelitbangda menginput ASB
untuk dapat digunakan sebagai
dasar penghitungan dalam
menyampaikan usulan kegiatan

ASB dan HSPK telah
digunakan dalam aplikasi
perencanaan

Penggunaan ASB dalam aplikasi
perencanaan sampai Harga
Satuan Pokok Kegiatan (HSPI{)
masih dalam batas kewajaran
sehingga mencegah mark up
anggaran

1. Screenshof menu dan hasil input ASB
dalam aplikasi penganggaran sesuai
tahun berjalan

2. Alur yang berisi screenstoot dan
penjelasan penggunaan ASB dalam
aplikasi perencanaan tahun berjalan

3. Bagian dari Hasil Audit Inspektorat
Daerah yang menjelaskan kesesuaian
SSH & ASB/ HSPK dan Implementasi
ASB/ HSPK

. Inspektorat Daerah
o BAPPELITBANCDA

. Badan Keuangan
Daerah

o Biro Pengadaan
Barang/Jasa

o Dinas PUPR

o OPD terkait lainnya

Inspektorat Daerah melakukan
Reviu ASB dan HSPK apakah
formulasi dan besarannva masih
dalam batas kewqjaran

Laporan Hasil Reviu ASB dan HSPK Penggunaan ASB dalam aplikasi
perencanaan sampai Harga
Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
masih dalam batas kewajaran
sehingga mencegah mark up
anggaran

Laporan hasil reviu Inspektorat Daerah
atas nilai ASB dan HSPK sesuai tahun
berjalan yang memuat:

1. Kesesuaian Standar Satuan Harga dan
Analisis Standar Biaya

2. Besaran yang masih dalam batas
kewajaran

3. Proses penetapannya

4. Pemanfaatannya, terutama dalam
perencanaan APBD

Catatan:

Reviu ASB dilakukan untuk ASB
yang berlaku tahun berjalan MCP Tahun
2O2O berarti Reviu untuk ASB Tahun 2O2O

o BAPPELITBANGDA
. Badan Keuangan

Daerah

Tindak Lanjut Hasil Reviu
Inspektorat Daerah tentang ASB

Laporan Tindak Lanjut Hasil
Reviu ASB dan HSPK

Penggunaan ASB dalam aplikasi
perencanaan sampai Harga
Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)

Laporan tindak lanjut atas hasil reviu ASB
dan HSPK yang menggambarkan % tindak
lanjut hasil reviu ASB dan HSPK

-4-
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NO INDIKATOR
KEBERHASILAN PDLAKSANA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN PENDUKUNG

r Biro Pengadaan
Barang/Jasa

o Dinas PUPR
r Inspektorat Daerah
o OPD Terkait

Lainnya

masrh dalam batas kewaiaran
sehingga mencegah ma* up
anggaran

6 Penganggaran APBD r Badan Keuangan
Daerah

r Dinas Komunikasi
dan Informatika

rt,KAt.r menyusun aplikasi
penganggaran APBD yang
memuat:
- Rincian anggaran pada masing-

masing OPD
- Penggunaan dan pertanggung-

jawaban anggaran yang sesuai
oengan pagu anggaran yang

Adanya aplikasi penganggaran ApBD Penggunaan APBD yang
transparan dan akuntabel

l. Screenslaot aplikasi penganggaran
APBD yang menggambarkan:
- Rincian anggaran pada masing-

masing OPD
- Penggunaan dan pertanggung

jawaban anggaran yang sesuai
dengan pagu anggaran yang telah
ditetapkan (SSH dan ASB/ HSPK)

telah ditetapkan (SSH dan ASB/
HSPK}

- Peta anggaran baikyang sudah
digunakan, belum digunakan
dan sisa €rnggaran

- Peta anggaran baik yang sudah
digunakan, belum digunakan dan
slsa anggaran

2. Alur penggunaan aplikasi penganggaran
APBD yang menjelaskan bagaimana
mekanisme penggunaan aplikasi
penganggaran dalam pencairan sampai
dengan pertanggu ngiawaban ApBD

e Badan Keuangan
Daerah

o Sekretariat DPRD

Pemda menyerahkan RApBD tepat
waktu kepada DPRD

Penyerahan APBD tepat waktu Penggunaan APBD yang
transparan dan akuntabel

Dokumen Berita Acara Penyerahan nepnO
tepat waktu kepada DpRD Tahun 2021
mengacu pada PP 12 Tahun 2O19

r Badan Keuangan
Daerah

o Sekretariat DPRD

Pemda mengesahkan ApBD tepat
waktu

Penyerahan APBD tepat waktu Penggunaan APBD yang
transparan dan akuntabel

Penggunaan APBD yang
transparan dan akuntabel

Dokumen Persetujuan APBtantara DPRD
dengan Kepala Daerah Tahun 2O2L
mengacu pada PP 12 Tahun 2019

l, Screenshof publikasi APBD sesuai
tahun berjalan dalam website pemda
dan penjelasan sejak tanggal berapa
publikasi APBD dilaksanakan

2. Link uebsite publikasi ApBD Tahun
2O2O sebagai bahan konfirmasi

3. Publikasi APBD Tahun 2O2O mencakuo
Perda APBD Tahun 2O2O dan Ringkasan
APBD Tahun 2020

o Dinas Komunikasi
dan Informatika

o Badan Keuangan
Daerah

Pemda mempublikasikan ApBD Adanya Publikasi ApBD

7 Integrasi Perencanaan
dan Penganggaran
APBD

o Dinas Komunikasi
dan Informatika

o Badan Keuangan
Daerah

o BAPPELITBANGDA

Pemda mengintegrasikan aplikasi
perencanaan dan keuangan ApBD

AprlKasr perencanaan yang
terintegrasi dengan aplikasi
penganggaran APBD

I. Penganggaran APBD sudah
tidak input manual karena
sudah ditarik secara otomatis
dari aplikasi perencanaan
APBD

2. Masing-masing OpD tidak
dapat melakukan penggantian

L. Screenslnf menu aplikasi yang
menunjukkan adanya integrasi aplikasi
perencanaan dengan penganggaran

2. Alur yang menjelaskan integrasi aplikasi
perencanaan dengan penganggaran,
menggambarkan hasil akhir aplikasi
Derencanaan vanq dimaqrrlzlrrn ;lala-
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DOKUMEN PENDUKUNG
NO INDIKATOR

KEBERHASILAN PELAKSANA AKTIVITAS I OUTPUT OUTCOME

LaDoran Naratif UKPBJ atas Hasll Kevru

Perencanaan Kegiatan PB.l yang memuat:

1. Pendahuluan, Tujuan, dan Waktu
Pelaksanaan

2. Hasil reviu metode pelaksanaan PBJ/
hasil perbaikan Paket Pengadaan

3. Konsolidasi Pengadaan (ATK,

Konsumsi, Infrastruktur)

4. 10 Paket Strategis dengan nilai
terbesar Yang menunjang Visi Misi
Kepala Daerah

5. Tabel yang menunjukkan kesesuatan
SIRUP dengan Belanja Langsung pada

masing-masing OPD

Pelaksanaan
Tupoksi

Biro Pengadaan
Barang/Jasa
Perangkat Daerah

UKPBJ melaksanakan
perencanaan kegiatan PBJ
dengan melakukan
pendampingan dan Reviu
Pemaketan yang ditunjukkan
dengan hasil reviu:

- Pendampingan penyusunan
metode lelang. UKPBJ
melakukan koreksi/
perbaikan paket pengadaan

- Penggabungan Paket
pengadaan (ATK, konsumsi,
infrastruktur)

Dari hasil Reviu Pemaketan,
UKPBJ menentukan 1O Paket
Strategis dengan nilai terbesar
yang menunjang Visi Misi
Kepala Daerah

1O Paket Strategis ditetapkan
sebagai subjek PtobiA Audit
yang dilakukan Reviu HPS
dan Verilikasi Vendor
bersama Inspektorat Daerah

L"p.r"" Naratif 
. 
Hasil Reviu

Pemaketan yang menunjukkan hasil
reviu metode lelang dan konsolidasi
pengadaan

Pelaksanaan tugas PoKor< qan

fungsi UKPB"I dengan baik dan
secara menYeluruh sehingga
mencapai efisiensi keuangan
daerah

ffidaloProYek
Strategis Yang memuat:

1. Pendahuluan, maksud dan tujuan'
waktu pelaksanaan' Pelaksana

2. Tabel sinkronisasi Tabel sinkronisasi
SSH, ASB/ HSPK, nilai/ harga Pasar
yang berlaku saat Peiaksanaan
kegiatan PBJ, dan HPS

3. Efisiensi keuangan daerah Yang
diperoleh atas Reviu HPS (nilai rupiah
hasil koreksi reviu HPS)

Biro Pengadaan
Barang/Jasa
Inspektorat Daerah

Perangkat Daerah
Teknis

1. OPD menyampaikan nilai 
I

HPS kepada UKPRI I

2. UKPBJ meminta Inspektorat 
I

Daerah melakukan Reviu HPS 
I

3. Inspektorat Daerah melakukan 
I

Reviu HPS

4. Hasil Reviu HPS
diserahkan kembali kepada
UKPBJ untuk dilanjutkan
dengan mekanisme PBJ

Catatan:
- Reviu HPS dilaksanakan oleh

UKPBJ.

- Jika UKP&' tidak sanggup
maka meminta pendampingan
Inspektorat Daerah.

- Jika Inspektorat Daerah
tidak sanggup maka meminta
pendampingan BPKP.

G;A; Hasit R.viu HPS bersama
lnspektorat Daerah/Pihak Lain yang
ditunjuk

Pelaksanaan tugas PoKor< cra!
fungsi UKPBJ dengan baik dan
secara menYeluruh sehingga
mencapai efisiensi keuangan
daerah



DOKUMEN PENDUKUNC
Biro Pengadaan
Barang/Jasa
Inspektorat Daerah

Sebagaj bagian dart probifu Audit,
Inspektorat Daerah dan UKpBJ baik administratif maupun teknis di

rapangan

Laporan Hasil Verifikasi Vendor
fungsi UKPBJ dengan baik dan
secara menyeluruh sehingga
mencapai efisiensi keuangan
daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan Laporan Naratif Hasil pengecekan
Kualifikasi Vendor 10 Proyek Strategis yang
memuat:

1. Pendahuluan, Maksud dan Tujuan,
Pelaksanaan Kegiatan

2. Identitas Vendor (Didukung dengan
kunjungan lapangan),

3. Kemampuan keuangan
4. Kemampuan teknis (SDM, Sarana

Prasarana)

5. Hasil Kinerja Vendor
Kunjungan lapangan dilakukan bersama-
sama antara UKPzu dan Inspektorat
Daerah dalam ruang lingkup eroUiry Rudit.

Biro Pengadaan
Barang/Jasa
Perangkat Daerah

Pemda menyusun Database
Vendor

Pemda memiliki Database Vendor Pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi UKPBJ dengan baik dan
secara menyeluruh sehingga
mencapai efisiensi keuangan
daerah

Database Vendor yang meliputi sekuiang-
kurang:nya:
l. Identitas Vendor
2, Kemampuan Keuangan
3. Kemampuan Teknis (SDM, Sarana

Prasarana)

4. Hasil Kineqia Vendoro Biro Pengadaan
Barang/Jasa

UKPBJ melakukan Evaluasi
Pelaksanaan PBJ per Triwulan

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi UKPB.I dengan baik dan
secara menyeluruh sehingga
mencapai efisiensi keuangan
daerah

Laporan Evaluasffi
triwulan dari Kepala UKPBJ kepada Sekda
yang menginformasikan:
1. Jumlah paket PBJ yang terlaksana
2. Periode Kegiatan PBJ
3, Nilai Pagu Anggaran, Hasil penawaran,

dan Efisiensi Keuangan Daerah {nilai
rupiah hasil penawaran)

4. Nama Perusahaan dan Direktur,/
Kontak Pemenang

Biro Pengadaan
Barang/Jasa

Perangkat Daerah

UKPB,I melakukan
pendampingan, konsultasi dan
Iayanan penyelesaian sengketa
PBJ

Laporan Pelaksanaan
Pendampingan, Konsultasi dan
Layanan Penyelesaian Sengketa pB.l
yang memuat:

Pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi UKPBJ dengan baik dan
secara menyeluruh sehingga
mencapai elisiensi keuangan
daerah

Laporan Pelaksanaan pendampingan,
Konsultasi dan Layanan penyelesaian
Sengketa PBJ yang memuat:
1. Nama paket pengadaan dan ppK

pengadaan yang dimaksud
2, Waktu Pelaksanaan Kegiatan
3, Perihal yang Disanggahkan
4. Jawaban Sanggahan

5. Tindak Lanjut Sanggahan

t

NO INDIKATOR
KEBERHASILAN PEI,AKSANA AKIIVITAS OUTPUT OUTCOME

o

a

-8-
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NO INDIKATOR
KEBERHASILAN PET,AKSANA AI.ITIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN PENDUKUNG

r̂rl Kada/Herkada tenrang Kode Etik pBJ
yang memuat sanksi pelanggaran

Perangkat
Pendukung

Biro Pengadaan
Barang/Jasa
Biro Hukuma

UKPUJ menyusun Kode Etik
UKPBJ yang memasukkan unsur
Konflik Kepentingan

Tersedianya Kode Etik UKPBJ yang
mencakup Konflik Kepentingan

Pelaksanaan kegiatan pB.l yang
akuntabel

a Biro Pengadaan
Barang/Jasa
Biro Organisasi

Biro Hukum

UKPB.I menyusun SOp UKPBJ
yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah / Sekretaris Daerah

Penetapan SOP UKPBJ oleh
Kepala Daerah, sekurang-
kurangnya Sekretaris Daerah

Kegla l,u.r yang
akuntabel

Sulat Keputusan Kepala Oaeiah/
Sekretaris Daerah tentang SOF
Pengadaan Barang dan Jasa

o Biro Pengadaan
Barang/Jasa

. Biro Organisasi
o Biro Hukum
r Badan Kepegawaian

Daerah
. Badan Keuangan

Daerah

UKPBJ mJnyusun-reffisi fee
Khusus untuk UKPBJ
berdasarkan resiko (masuk
dalam konsep TPp pemda)

l'enetapan 'I'pp Khusus UKpB.t
berdasarkan resiko

Pelaksanaan tegiatan pBJ yang
akuntabel

RegulasiTPP@
resiko

Tabel yang menunjukkan kesesuaian
SIRUP dengan Belanja Langsung pada
maslng- masrng OPD

4 Penayangan
SIRUP

o Biro Pengadaan
Barang/Jasa

. Inspektorat Daerah
o Badan Keuangan

Daerah
o Perangkat Daerah

uKtuJ mengunggah seluruh
Rencana Pengadaan secara tepat
waktu (sebeium bulan Februari
tahun berjalan) ke dalam aplikasi
SIRUP LKPP

Input RUP tepat waktu ke datam
SIRUP

Kegiatan PBJ dilaksanakan
secara transparan dan akuntabel

. Biro Pengadaan
Barang/Jasa

o Badan Keuangan
Daerah

r Dinas Komunikasi
dan Informatika

UKPBJ mengintegrasikan aplikasi
penganggaran ApBD dengan
SIRUP LKPP

Apiikasi penganggaran yang
terrntegrasi dengan SIRUp

Keglatan pBJ dilaksanakan
secara transparan dan akuntabel

l. Screer*lnot menu akhir dalam aptitasi
penganggaran ApBD sebelum masuk ke
aplikasi SIRUp

2. Alur yang menjelaskan mekanisme
integrasi aplikasi penganggaran ke
SIRUP

Pengendalian
Pengawasan

dan o Inspektorat Daerah
r Biro Pengadaan

Barang/Jasa
r Badan Keuangan

Daerah
o Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah melakukan
audit kepatuhan pengadaan
Barang dan Jasa

Laporan hasil audit kinerii
Pengadaan Barang dan Jasa
meliputi sekurang-kurangnya:
struktur organisasi UKPBJ,
kemandirian UKPBJ, pelaksanaan
tupoksi UKPBJ, ketersediaan
perangkat pendukung, penayangan
SIRUP, ketepatan waktu
pelaksanaan pB.l, efisiensi
keuangan daerah, kendala dan
hambatan dalam PBJ

KrnerJa PBJ yang transparan,
tepat waktu, efektil efisien, dan
akuntabel

Laporan Audit pRt oleh Inspektorit naerafr
sesuai
tahun berjalan atas kepatuhan pBJ
yang memuat:
]. UKPRI Struktural dan pembentukan

Pokja UKPBJ Mandiri dan permanen

2. Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ
3, Ketersediaan Perangkat pendukung

(Kode Etik, SOp, Tpp Khusus UKPBJ)
4. Penayangan SIRUp
5. Evaluasi pelaksanaan pBJ (ketepatan
waktu, kendala dan hambatan kegiatan
PBJ

-9-
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NO INDIKATOR
KEBERHASILAN PELAKSANA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN PENDUKUNG. Inspektorat Daerah

e Biro Pengadaan
Barang/Jasa

o Badan Keuangan
Daerah

r Perangkat Daerah

UKPBJ dan OPD melakukan
tindak lanjut audit kepatuhan
PBJ

Laporan 'l'rnclak Laniut
Rekomendasi Hasil Audit
Kepatuhan PBJ

Kineg'a pBJ- yang
transparan, tepat waktu, efektif,
efisien, dan akuntabel

Laporan Tindak L"tr.yrl n.fo*End.ii uiiii
Audit Kepatuhan pBJ

Inspektorat Daerah
Biro Pengadaan
Barang/Jasa
Dinas Komunikasi
dan informatika

a

a

Audit IT atas LPSD yang
dilaksanakan oleh Inspektorai
Daerah atau pihak Ketiga
(BSSN/ Pihak terkait lainnva)

Laporan Aucltt Il atas pelaksanaan
PBJ dan tindak laniut
rekomendasinya

Kineq'a PBJ yang
efektif,transparan, tepat waktu,

efisien, dan akuntabel

l. Laporan H.sil eudit trFsJ___.-__-
2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Audit IT p&l Tahun Sebelumnya

1. Perda RTRW/ RDTR
2. Jika Perda RTRW/ RDTR belum ada.

T"1.". lampirkan dokumen yang
berkaitan dengan penyusunan perdi:
- KAK. (anggaran, metodologi,

timeline, pihak-pihak yaig
bertanggung jawab)

- Materi Teknis/ naskah Akademis
(P9ta Dasar, Kajian Lingkungan
Hidup Strategis)

- Surat Rekomendasi Gubernur
- Surat persetujuan Substansi

Menteri ATR/ BpN
- Naskah Ranperda

NI
I

PERIZINAN

Regulasi Dinas PUPR

BAPPELITBANGDA

Sekretariat DPRD
Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian dan
Ketahanan Pangan

Biro Hukum

1.

2.

Pemda menyusun Tim
Percepatan Penetapatan
RTRW/RDTR
Pemda men1rusun materi teknis
Pemda melakukan validasi peta
dasar ke BIG

Pemda menyusun Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS)

Pemda mengajukan
persetujuan Substansi
Pemda membahas Ranperda
RTRW/RDTR Mengacu pada
Pasal 44 PP No. 24l2O18

A

Perda RTRW/ RDTR
Catatan:
1. Perda RTRW untuk pemerintah

Provinsi
2. Perda RDTR untuk pemerintah

Kabupaten/ Kota

Penyelenggaraan pelayanan
Perizinan dan Non perLinan
yang transparan profesional,
pntdent, berintigritas dan
sesuai dengan peraturan
perundang- undangan

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Biro Hukum
Perangkat Daerah
terkait

1. Pemda menginventarisasi
perizinan dan non perizinan
yang menjadi kewenangan nya

2. Pemda membuat perkada
Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non perizinan
mengacu pada pasal 6
Permendagri No. 138/2Of 7

rcr ^aqa rencrelegaslan Kewenangan
Perizinan

Penyelenggaraan paavanan
Perizinan dan Non perlzinan
yang transparan profesional,
prudent, berintegritas dan
sesuan dengan peraturan
perundang- undangan

Perkada p@
Perizinan

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Biro Hukum
Perangkat Daerah
terkait

1. Pemda menginventarisasi dan
mengintegrasikan SOp
Perizinan yang ada di
DPMPTSP dan Dinas Teknis
terkait

2. Pemda membuat SK Kepaia
Daerah tentang SOp perizinan
dan Non Perizinan

slt Kepala Daerah tentang soP
Layanan Perizinan dan Non
Perizinan Terintegrasi

ee.ryel.nggat atr-*-Eiivii^n-
Perizinan dan Non perizinan
yang transparan profesional,
pru.dent, berintegritas dan
sesuai dengan peraturan
perundang- undangan

sKKepalaD"@
Perizinan dan Non perizinan Terintegrasi

-10-



INDIKATOR
KEBERHASILAN

Dinas Penanaman
Modal dan PTSp

Biro Hukum
Perangkat Daerah
terkait

1. Pemda melaksanakan FGDkode etik terkait dengan
l3V-anan perizinan yang diikluti
oleh DpMpTSp, Dinas Teknis.
Inspektorat Daerah dan Badan
Kepegawaian Daerah.

2. Pemda membuat SK Kode
Pti+ Tentang Layanan
rerlzlnan

SK Kepala Daerah tentang KodeEtik 
. 
Layanan perizinan dan NonPerizinan

Penyelenggaraan pelayanan
Perizinan dan Non perizinan

I1l9--1"""o*"a profesionat,prudent, berintegritas dan
::"r"t. dengan peraturan
perundang- undangan

35^.if-{.^ Daerah renrang Kode Etikrelayanan perizinan

Dinas Penanaman
Modal dan pTSp

Biro Hukum
Perangkat Daerah
terkait

1. pemda _ ;;dGrarGast
Dinas Teknis y..rg terkait
dengan perizinan.

2. Pemda menetapkan jumlah
trm Teknis sebagai
representasi Dinas Teknis

3. Pemda menetapkan jadwal Tim
Teknis

4. Pemda membuat SK Kepala
Daerah tentang Tim Teknis
PTSP

Mengacu pada pasal 10Permendagri rcA/ZOtz

:{xe@Teknis Perizinan dan Non perizinan

Yang transparan profesional,
P-rude7t, berintegntas dan
::"u"i. dengan ;eraturanperundang_ undangan

Penyeten6;gp!----p6-@6ffi
rerrzrnan dan Non perizinan

S]i.--K
teknls perizinan dan Non perizinan"

Dinas Penanaman
Modal dan pTSp

Badan Pendapatan
dan Aset Daerah
Biro Hukum

l. Pemda menetapka;TonfiG;
Status Wajib pajak Daerah
terhadap layanan perizinan
tertentu

2. Pemda membuat perkada
KSWP Daerah Mengacu pasal 2ctan pasal 3 permendagri
Nomor IL2l2Arc

*'I:1gten@waJlD paJak Daerah (KSWP Daerah)
Penyelen@
rerlzrnan dan Non perlzinan
yang transparan pr"f""iorr"i,prudent, berintigritas dan
11suai. dengan -p.r"r.r.".,
perundang_ undangan

;fff

Infrastruktur {1@/o) o Dinas Penanaman Modat a"nESp
r Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemda .. menyediakan. aplikasi perizinan danmemastikan 

_proses permohonan-perizinan aij"i Oitut.,t 
".,secara _ online (baik berbasis web maupun mobilesmartplnnel

Tersedianya@
yang telah digunakan rcrryerenggaraan pelayanan

9,.::11." dan non perizinan yangoldukung oleh infrastruktu;
yang memadai

r.L\Fat%
aplikasi perizinan

dan non p.ri"in"r,'y"ig G;;""5

2. Screenstwot unb/ aplikasi perizinan
3. ScreensLnof dan alur penggunaan

aplikasi _ perizinan ,dt_ *;;;i;

lllSajut3n permohonan, p;;";
:Tti'- j::g:' penyerahan p"bi,,an

- ll -



Dinas Penanaman
Modal dan PISP
Dinas Komunikasi
dan Informatika

layanan perizinan yang strategis
ctan mudah dijangkau oleh
pemohon perizinan. Selain loketperizinan, tempat perizinan
dilengkapi dengan:
I. Flont Olrte, terdirj dani

- Ruang/tempat layanan
informasi

- Ruang/tempat Layanan
pengaduan

- Ruang layanan konsultasi
2. Back Ofice (Ruangan untuk

1i-. _Teknis) dan Ruang
Pendukung

3. Fasilitas:
- CCTV dan Control Room

Panel CCTV

remda menyediakan lokasi
dilengkapi dengan:

l. Front Office, terdiri dari:

- Ruang/tempat Layanan
pengaduan

- Ruang layanan konsultasi.
2. Back Ojfice (Ruangan untuk Tim

Teknis) dan Ruang pendukung
3. Fasilitas:

- CCTV dan Control Room panel
CCTV

- Kotak pengaduan

Ters.dianya Gmf, atliZilan

yang didukung oieh infrastruktur
yang memadai

e.ry'elengga.ian ----ft@aian
penzlnan dan non perizinan

Foto kantor petavana]---
terdiri 

n Penzlnan Yang

dari:
L. Flont OlJte, terdiri dan:

- Ruang/tempat layanan informasi
- Ruang/tempat Layanan pengaduan
- Ruang layanan konsultasi

2. Back-OlficelnuSgan untuk Tim Teknis)
<ran Ruang pendukung

3. Fasilitas:

- CCTV dan Contrcl Room panel
ccTv

- Kotak pengaduan

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Pemda menyeaiatran mediapublikasi secara oriine atau
olfline tentang perizinaa dan
lo-t perizinan yang memuat
rnlorTnasr:

1. Jenis perizinan
2. Persyaratan
3. Biaya
4. Tata. cara penanganan

penzrnan

5. Lama pemrosesan perizinan
6 Media pengaduan

Tersedianya .m;ara publika; yang
telah digunakan memuat informas]
perizinan lengkap secara:
a. Online ftueb atau mobite

smaftptone)
b. OtJIine, seperti banner, b@klet dll

renyelenggaraan pelayanan
perztnan dan non perizinan
y"^tg didukung oleh
lnlrastruktur
memadai Yang

l.Foto/so@
mlsatnya: brosur, leaflet, pamphlet, dst

2. Foto/ screenslaot Media publikasi
online, misalnya: aplikasi 

"tu" *JJ[perrzlnan

3. Linku.ebsite Media publikasi ontte

Proses Perizin an (4Oo/ol Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Perangkat Daerah

1. DPMPTSP bersarna seluruh
OPD melakukan inventarisasi
perizinan dan non perizinan

2. Kepala Daerah
mendelegasikan kewenangan
perizinan kepada Keplla
DPMPTSP

rerlaKsananya pendelegasian
Kewenangan perizinan dan non
perizinan yang menjadi kewenangan
:.-:1 sesuar dengan perkada
renoetegasran Kewenangan
Perizinan

renyelenggaraan pelayanan
penzlnan dan non perizinan yang
mudah cepat, transparan dan
akuntabel

Perizinan (B1gan dari La;;;ilil;;;
nepatuhan pelayanan perizinan dan Nonrenztnanl



DOKUMEN PENDUKUNG

3. Da-lam konteks Audit
Kepatuhan perizinan dan Non
Perizinan, Inspektorat Daerah
melakukan pengecekan apakah
seluruh perizinan dan nonperizinan yane
didelegasikan
DPMPTSP sudah
optimal

Dinas Penanaman
Modal dan PTSp

1. OPD/ Dinas teknis
melakukan penutupan loket
tayanan rekomendasi teknis

2. Dinas teknis menugaskan
pegawainya menjadi tim teknis
PISP

3. DPMPISP memfasilitasi proses
pemberian rekomendasi teknis

Terlaksananya proses rekomendasi
teK_n_rs yang sudah difasiiitasi oleh
DPMPTSP

,fenylrenggaraan pelay-nan
perLzlnan dan non perizinan
Iang didukung olehinfrastruktur
memadai Yang

1. Foto ruang kerja tim teknis di DpMpTSp
2. Jadwal Tim Teknis
a. !:"!.1 Laporan Berita acaraperdmbangan tim. teknis G;ditandatangani oleh um teknrs
4. Laporan Hasil Audit KepatuhanPerizinan,oleh Inspektorat Oaerai yaigmenggambarkan praktik pembiriai

rekomendasi teknis
Dinas Penanaman
Modal dan pTSp

Badan Pendapatan
dan Aset Daerah
Dinas Komunikasi
dan Informatika

1. DPMPTSF_-*_-?il
melakukan rekonsiliasr manualuntuk memberikaninformasi
data piutang pajak dari BpAD
kepada DpMpTSp

2. BPAD melakukan koneksi hosf
!" hosf data piutang p4ak
kepada DPMPTSF

3. Sebelum memproses perizinan
dan non perizinan DpMpTSp
melakukan pengecekan apakahpemohon memiliki piutang
pajak. Jika masih ada piut"rr!
pajak maka DpMpTSp tidafdapat memproses
peridnan f non perizinan

rekapitulasi seluruh piutang
paJak yang berhasil tertagih
sebelum memberikan izin/
rekomendasi non perizinan

hri-'l'erlaksanany" XSWp---DaEGFpada proses pemberian izin dannon rzin (rekomendasi) yang
menghasilkan pendapatan daerai

1:rlJcrcnggaraan pelayanan
perlzrnan dan non perizinan
Yalg didukung olehrntrastruktur
memadai Yang

l.Screens@
sudah terhubung dengan pemda

2. Alur dan Screenshoo/ koneksi Host toHost. aplikasi DpMpISp au" ipliuntuk implementasi lax Ctearance-' 
"-

3. !g1an verifikasr manuat dariDPMITSP dan BpAD sebagai t."firril"isebelum pemberian izin (iiia b"i;;;;koneksi lwst to lrr:,st)
4. Laporan Hasil Konfirmasi Status Wajib

lqt+ Daerah yang menunjukkanimplementasi KSWp -Daer.h, -;;;;;
pajak daerah yang telah t.rr.git, A;.rirupiahl

-13_
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NO INDIKATOR
KEBERHASILAN PELAKSANA AKfIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN PENDUKUNC

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Badan Pendapatan
dan Aset Daerah

Dinas Komunikasi
dan Informatika

DPMPTSP menyediakan media
trackirq proses perizinan baik
secara online maupun offline yang
dimanfaatkan untuk pemohon
dan sebagai control DPMPTSP
dalam memberikan layanan
perizinan dan non perizinan yang
tepat waktu
Catatan:
- Ttacking System OfJline melalui

SMS, Call center
- Tlacking System Online melalui

web/ aplikasi

Tersedianya media frackrng sesuai
tahapan proses perizinan baik
secara online (melalui aplikasi
perizinan onlinel maupun olfline
(melalui call centre atau sms nomor
kontak resmi layanan) yang sudah
digunakan

Penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan
yang didukung oleh infrastruktur
yang memadai

l. Foto Tracking Sgsfem Olfline melalui
SMS, Call center

2. Screenslaot Tracking Sysfem Online
melalui web/ aplikasi

3. Screenslpol yang menunjukkan hasil
Tracking System.'
- Kapan izin dan non izin masuk
- Pemrosesan
- Notifikasi apakah izin telah diproses

tepat waktu/terlambat
- Kapan izin dan non izin selesai

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Dinas Komunikasi
dan Informatika

DPMPTSP melengkapi sistem
perizinan online dengan fitur e-
signature

Tersedianya fitur e-signnhre yang
sudah digunakan

Penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan
yang didukung oleh
infrastruktur yang memadai

1. Screenstoot dan alur penggunaan
tanda tangan Elektronik (E-signahtre)

Contoh dokumen perizinan yang sudah
ditandatangi secara elektronik tQR
Code)

2.

r Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

DPMPTSP menyediakan media
bagi pemohon layanan perizinan
untuk memberikan feedback/
penilaian atas layanan perizinan

Tersedianya nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (lKM) atas layanan
perizinan

Penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan
yang didukung oleh
infrastruktur yang memadai

Dokumen pengolahan Suvey Kepuasan
masyarakat berupa Indeks Kepuasan
Masyarakat (lKM)

4 Pengendalian
Pengawasan

r Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

. inspektorat Daerah

1, DPMPISP
mekanisme
pengaduan

menyusun
penanganall

DPMPTSP memproses dan
menindaklanjuti pengaduan

DPMPTSP membuat laporan
penanganan pengaduan, yang
memuat informasi:
a. jenis pengaduan

b. waktu penanganan
pengaduan

c. tindak lanjut atas
pengaduan

Tersedianya laporan penanganan
pengaduan

Penyelenggaran pelayanan
perizinandan non perizinan
yang responsif dan comply
terhadap aturan

1. Dokumen Laporan Penanganan/ Tindak
Lanjut Pengaduan DPMP|SP atas
perlaksanan pelayanan perizinan dan
non perizinan yang memuat:
- Jenis pengaduan
- Waktu penanganan (kapan

pengaduan masuk dan berapa lama
proses tindak lanjut)

- Tindak lanjut pengaduan (baik
diproses di DPMPTSP maupun
diteruskan ke dinas/ unit lain)

Laporan Penanganan/ Tindak Lanjut
Pelaporan disampaikan secara berkala:
- Semester I: Tanggal 1 Januari - 31

Juni 2O2O
- Semester II: Tanggal I Juli - 31

Desember 2O2O

2.

Inspektorat Daerah

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

I. lnspektorat Daerah
melakukan auditkepatuhan
penyelenggaran pelayanan
perizinan dengan ruang
lingkup:

Terlaksananya audit kepatuhan
penyelenggaran pelayanan perizinan

Responsive dan comply terhadap
aturan

1. Laporan Hasil Audit Kepatuhan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan dengan ruang
lingkup:
- Pendelegasian kewenangan

-14-
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INDIKATOR

KEBERHASII.AN PDLAKSANA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN PENDUKUNG

- Pendelegasian kewenangan
- Rekomendasi teknis
- Transparansi Informasi
- Penggunaan

Perizinan
- Pelaksanaan

Aplikasi

Kode Etik dan
SOP

- Ketepatan waktu pemrosesan
perizinan

- Standar pelayanan Perizinan
mengenai sarana dan
pfasana

- Ketersediaan Regulasi
mengenai Perizinan

- Pelaksanaan KSWP atas
proses perizinan

- Rekomendasi

2. DPMPTSP menyusun laporan
tindak lanjut atas hasil audit
kepatuhan penyelenggaraan
perizinan dan non perizinan.

- Rekomendasi teknis
- Transparansilnformasi
- Penggunaan Aplikasi Perizinan
- Pelaksanaan Kode Etik dan SOP
- Ketepatan waktu pemrosesan

perizinan
- Standar pelayanan Perizinan

mengenai sarana dan prasana
- Ketersediaan Regulasi mengenai

Perizinan
- Pelaksanaan KSWP atas proses

perizinan
- Rekomendasi
Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit
Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan
dan Non Perizinan

2.

ry
I

APIP
Kecukupan
Kompetensi
Fungsional.

dan

APIP

. Inspektorat Daerah
o Badan Kepegawaian

Daerah

1. Inspektorat Daerah melakukan
penghitungan berapa
kebutuhan Fungsional APIP

Inspektorat Daerah melakukan
penghitungan APIP yang
tersedia, baik APIP bersertifikat
maupun belum bersertilikat

1. Laporan Hasil Penghitungan
Kebutuhan Fungsional APIP
(ABK APIP}

Laporan Ketersediaan Fungsional
APIP (APIP Eksisting)

2.

Tercukupinya kebutuhan jumlah
SDM Fungsional APIP dan
kompeten

1.. Data ANJAB ABK APIP yang disahkan
oleh Sekda

2. Data ketersediaan APIP riil tahun
berjalan baik yang sudah bersertifikat
maupun belum bersertifikat yang
ditandatangani oleh Inspektur
(Termasuk Inspektur dan Irban)

Catatan:

Fungsional APIP = JFA + P2UPD + Audiwan
APIP adalah seluruh SDM Inspektorat
Daerah yang ditugaskan melakukan
audit, baik bersertifikat maupun belum
bersertifikat

t
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DOKUMEN PENDUKUNG
. Inspektorat Daerah
o Badan Kepegawaian

Daerah

e Inspektorat Daerah
o Badan Kepegawaian

Daerah

tn"peti@
llTI*F:" Apip yang sudahbersertifikat

lnspektorat Daerah
p"gg"';k""7*J"lLli'"..r"?ff *
r,ungsronal Aplp untuk
meningkatakan kompetensi

fnor@Bersertilikat

l1l9*l^-q..relenggaranaan diklat
1l1qt APlp/penyertaan pendidikan
igl pelatihan/Diklat rungsionai
APIP

kompeten

Tercukupinya kebutuhan jumlah
:DM Fungsional Aptp danKompeten

fa."ar@
:^1i _ 

r.ungsronal Aptp dan
ort"t.%
Iftllo*"""j:11n^,-" g:1"":tifikat- 

- '.,;;
ditandahngani oleh r""p.r.rril'ir"r"r{fff
Inspektur dan lrban)

3*::^:, .^_ 
penyelenggaran 

Diklatt ungsronal ApIp:

1T_t_:- o:htihan yang diikuti masing_masmg ApIp
- Jumlah hari pelatih

ApIp _ ran masing-masing

- 
f:lf pelaksanaan pelatihan
Hasil pilatiha"l r"f .if ul""

Ketersediaan Angge.an Inspektorat Da..ah
BAPPELITBANGDA

Badan Keuangan
Daerah

melakukan
kebutuhan
diperlukan
melaksanakan kegiatan
beserta pendukungnya

2. Penghitungan anggaran Aplpoerdasarkan permendagri 33Tahun 2Ol9
3. Inspektorat Daerah

berkoordinasi dengan TApD
:u.,r* . rangka penyediaan
Keoutuhan
Inspektorat Daerah 

anggaran

K-etersedia@
l:1T1 k.Puakan yang ditetapkai

trrs;aian@
llejrdukung Kinerja Aprp 

- 
daikompetensi ai,rp' serrapeningkatan kapabilitas ApIp

uokumen/Lap"r"@
ketersediaan urrgg*"., Aplp, meEuat:- ,/u{$r ApBD secara keseluruhan danlumlah anggaran Aptp d;;;;:i,

i3ffiHJ?:".ffHg'k;" .i;s;
- Xepatuhan terhadap permendagri 33Tahun 2Ot9
- Jika tidak sesuai desertakan dokumen 

:ngan^ P-ermendagri

djbuat d;'*;J"",:;:nX?l "#:Kemendagri.

r BAPPELITBANGDA

o Badan Keuangan
Daerah

Inspektorat ----------TiFIh
mengalokasikan

""r"i.kg;r; p.rrunilsTll
penyedraan sarana & prasarana

Ketersediaffi
#a-:--l--rrmeningkatkan kapabilitas Aplp

kompetensi- ai,ip' sertapeningkatan
kapabilitas Aplp

l:::@
llendu.kung Kinerla ApIp 

- 
dai

Dokum
proporsi anggaran Aplp untuk:
- Pelatihan ApIp (iumlah dan o/ol

:ffi dan Prasarana APIP fiumlah
Inspektorat Daerah
Biro Pengadaan
Barang/Jasa
Perangkat Daerah
terkait

I.'sp.ktorit 
------TiI"E-lretakuk11r probity Auditatas hasil Reviu plmaketan

I-11C dilaksanakan oleh
UKPBJ

?oW Audif dilakukan untukkeglatan infrastuktur yangmerupakan 10 eroyeil
Strategis dengan nilai terbesar
re:nda (mengacu ke indicatorpe,taksllaT tupoksi pada
sektor PBJI.

1. Laporan HasitE@ Auan
2. Laporan pelaksanaan 

atasRekomendasi probifu Audit

rvrrauananya fungsiPen€awasan dan pengendaliln
lllf :,"". pelaksanaan proyek
besar pemda

t.net<ap@
2. Laporan Hasil hobifu Audit

Ii:TIl.-l D.gerah menyampaikan 5Laporan hasil pr"bfu - e"bil l'"imerupakan bagian
s t,u t Jg,;!..,r;;";il,130.*Tl, g3#
Laporan Hasil ,*brV . Audit yangmencakup tahap_tahap oaram pBJ:
- Perencanaan pengadaan
- Persiapan pengadaan
- Persiapan pemilihan penyedia pBJ
- Pelaksanaan pemilihan penyedia pBJ
- Pelaksanaan Kontrak
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NO INDIKATOR
KEBERHASII,AN PELAKSANA AKIIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN PENDUKUNCPemeriksaan

Khusus
Inspektorat Daerah
Perangkat Daerah
terkait

r. rnspeKlorat Daerah
melakukan pemeriksaan
khusus dalam rangkapencegahan dan
pemberantasan tindak pidana
korupsi

2- Inspektorat Daerah
menyampaikan 5 Laporan
Hasil Pemeriksaan Khusus

Laporangasffi
(ln_v-estigasi/pKN/Khusus dugaan
TPK)

r craKsananya Iungsl pengawasan
oan pengendalian atas tata kelolaAPBD dan sebagai bentukpencegahan tindak pidana
korupsi

| 1. Rekapitulasi peiaksanaan pemErikGin*
I L1."""*. terkait pemerantasan tindak
I ploana koruosit-
i Z. t3yoran Hasil pemeriksaan Khusus

Knterla Pemeriksaan Khusus salah satu
dari:
- Permintaan ApH
- Tindak Lanjut pengaduan TpK
- Penyalahgunaan Keuangan Daerah 

]- pemeriksaan Khusus Lainnva I

terkait TpK 
I

Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Internal
dan Eksternal

Inspektorat Daerah
Perangkat Daerah
terkait

rnspeKtofat Daerah melakukan
monitoring dan evaluasi atas
tindak lanjut pemeriksaan/ audit.
baik internal maupun eksternal

Laporan finaat<-- Lanjut-- ffasit
Pemeriksaan Internal

rcrraKsananya fungsi
pengawasan dan pengendalian
atas tata kelola ApBD dan
:.P$d bentuk peningkatan tata
Kelola pemerintahan yang baik
oan pencegahan tindak pidana
KOrUpsl

Laporan ffiPemeriksaan Internal yang memuat:
- Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi

Yang Disampaikan
- Rekapitulasi Jumlah Tindak Lanjut
- Rekapitulasi jumlah keuangan daerah

yang berhasil dikembalikan
Keterangan:

Berapa o/o rekomendasi yang ditindaklanjut
selama tahun 2O2OInspektorat Daerah

Perangkat Daerah
terkait

rrrsper<loraf, Daerah menyusun
rekapitulasi tindak -laniut
pemeriksaan/ audit, Uait
internal/ eksternal

Laporan Tm
Pemeriksaan Eksternal

rsrraKsananya fungsi
pengawasan dan pengendalian
atas tata kelola APBD dan
sebagai bentuk peningkatan tata
kelola pemerintahan yang baik
ctan pencegahan tindak pidana
KOrLlpsl

Laporan - Tindak
Pemeriksaan

--LanJut Hasil

I Eksternal yang memuat:
- Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi

Yang Disampaikan
- Rekapitulasi Jumlah Tindak Lanjut
- Rekapit rlasi jumlah keuangan daerah

yang berhasil dikembalikan
Keterangan:
Berapa 9/o rekomendasi yang ditindaklanjut
selama tahun 2020

Rekapitulasi OpD yang telah dan belum
menyelesaikan skor evaluasi jabatan
Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan
seluruh OPD
Peta Jabatan seluruh OpD

lyat Penyerahan Hasil Evaluasi
Jabatan kepada KemenpAN RB yang
ditandatangani Sekda

J

4,

v
1

MANA.JEIIEN ASI{
Evaluasi Jabatan Biro Organisasi

Perangkat Daerah
terkait

1. Pemda melakukan Evaluasi
Jabatan

2. Pemda berkoordinasi dengan
KemenPAN RB dalam rangka
validasi Evaluasi Jabatan

1. Nilai dan Kelas Jabatan
2. PetaJabatan

Manajemen ASN dapatdijalankan dengan dik,
transparan, dan akuntabel

t?



DOKUMEN PENDUKUNG

Bukti Pengiriman/ Tanda Terima SuratPenyerahan Hasil Evaluasi JJ;;kepada KemenpAN RB
Sura.t dari KemenpAN tentang HasilValidasi Evaluasi Jabatanr Biro Organisasi

r Biro Hukum
f"Pflq der"h--;enetapk;
Analisis Jabatan dan ABK yang
merupakan hasil dari valldasl
Evaluasi Jabatan

tentang aniliill
l{11nkan d.;s"" baik,rransparan, dan akuntabel

e..k"da@
Analtsrs Beban Keria

r Badan Kepegawaian
Daerah

o Dinas Komunikasi
dan Informatika

1. Pemda m.trgi-ptE-EnE"lku..,
absensi elektronik

2. Pemda membangun dan
mengimplementasikan system
penilaian kinery'a

3. Dalam hal pemda sudah
membangun aplikasi penilaian
KtnerJa, maka aplikasi
penilaian- kinerja diintegrasikan
oengan absensi elektronik

4. Pemda menyusun systempemberian tamiahanpenghasilan bagi ASN
berdasarkan penilaian krneria

t. Tersedianyi abGlJiGktroiik

' Iil:|1''""a s'stem penilaian l-:lc:t1T".t1".ria- ASN y""crransparan dan akuntabel

integ. rasi absensi elektronik a"",pjif."l]penilaian kinerja
2. Scr_eenslnof 

. 
Aplikasi penilaian kinerl.ayang menunjukkan:

- Pelap.oran aktivitas harian ASN- Verifikasi atas aktivita. fr"ri"r, ot.f,atasan langsung

i::^s:rr .1?f*"r: dan capaianKlnerJa ASN sebagai p.rrguk.,ra.,
penilaian kinerja

l.Alur%
menunjukkan bahwa sudah-adi

Badan Kepegawaian
Daerah

Badan Keuangan
Daerah

l. P-emda Uert oorai"a"l -aen$
Kemendagri untukmendapatkan persetujuan
lmptementasi Tambahan
Penghasilan pegawai

2. Kepala Daerah menetapkan
Perkada tentang Tambahan
penghasilan pegawai

2. Perkada Tambahan penghasilan
Pegawai

e^engut u6--- tirre4a- vr.6q^qrdr KlnerJa ASNYStg transparan danatuntabel

r_r. rerKacla Tambahan
Pegawai

p*1,9."1 LHKFN, i.:.",,rir.""j, 
*?,ilil

;#a- 
dalam pemberian/ pencairan

2. Persetujuan Kemendagri tentangImplementasi Tpp
a. 

I:li:t"".1.yang berupa srmulasi bahwaDesaran nilai Tpp dihitung U".ar"*f,uinilai dan kelas ja-batan -;;
memperhatikan beban kerja, ,""ik;kerja, lokasi kerja, manqjerial, dst

4. Penjelasan __{"rrg berupa simulasipencarran Tpp dihitung -berdasarkani
kehadiran, aktivitas hariin, d"" ;;i;;5""!.. ASN pasal d;i;";;i#;Tambahan penghasitan rA;,#';;;
::':11"^- 1"i39?J"'":di' - 

- t.-"jiuai



Kepatuhan LHKPN dan
Pengendalian
Gratifikasi

o Biro Hukum
r Inspektorat Daerah
r Sekretariat DpRD

remda menyusun regulasi
kepatuhan pelaporan LHKFN
Pemda melakukan
sosialisasi untukmendorong
kepatuhan pelaporan LHKPN

t.aaa-nya@
LHKPN

2. Ada laporan kegiaran untuk
19199.o"g kepatuhan pelaporan
LHKPN

reroangunnya kesadaran
pelaporan LHKPN dan gratifikasi

1. Perkada t"ntang w$ElafoifEEFfr
2. !K . Kepala Daerah tentans

Pembentukan Unit pelaporan IUXFN 
'-

3. Kepatuhan pelaporan LHKPN Eksekutif
4. Kepatuhan pelaporan LHKPN LegislatifInspektorat Daerah

Biro Hukum
Sekretariat DPRD

r. remoa menJrusun regulasi
pengendalian gratifikasi

2. Pemda melakukan
sosialisasi untukmendorong
kepatuhan pelaporai
gratilikasi

Adany-a@
gratilikasi
Adanya laporan kegiatan untuk
mendorong kepatuhan pelaporan
grattlrkasl

leroangunnya kesadaran
pelaporan LHKPN dan gratifikasi

t.e..taa@
_ ___o_.-eqrqr.

Lirattlrkasl
2. SK 

._-J(epala --Daerah tentangPembentukan Unit r""g"iJJl#
Gratifikasi

3. Laporan pelaksanaan Sosialisasi
Gratifikasi yang mencakup:
- Pendahuluan
- Maksud danTujuan
- Waktu pelaksanaan
- Pelaksana
- Peserta
- Dokumentasi
- Penutup

4. Pelaporan Gratifikasi
Pola Rekrutmen,
Promosi, Rotasi,
Mutasi, Pemberhentian
Pejabat ASN

o Badan Kepegawaian
Daerah

o Inspektorat Daerah
o Tim Penilai Kinerja
r Biro Organisasi

yetaksanaan Rekrutmen.
Promosi, Rotasi, Mutasi.
Pemberhenrian pejabat ASl,i
kepada Kepala Daerah

2. B{D menJrusun rekapitulasi
pelaksanaan Rekrutmen.
Promosi, Rotasi, Mutasi.
Pemberhentian pejabat ASN
setiap 3 bulan sekali

f. BKD -.rryi*p"it.rr- L"poon
Pelaksanaan Rekruim". Rekrutmen, promosi, Rotasi,

Mutasi, pemberhentian pejabai
ASN , oleh BKD kepada Kepala
Daerah

2. Rekapitulasi pelaksanaan
Rekrutmen, promosi, Rotasi,
Mutasi, pemberhentian pejabai
ASN setiap 3 bulan sekali

_r. r,aporan pelaksanaan

Promosi, Rotasi, Mutasi,
Pemberhentian pejabat ASNkepada Kepala Daerah yang
transparan dan akuntabel

relaKsanaan Rekrutmen,
Promosi, Rotasi,
Pemberhentian peiabat
kepada Kepala Daerah

2. Rekapitulasi pelaksanaan Rekrutmen,Promosi, Rotasi, M"i":;:
Pemberhentian pejabat ASN setiap 3bulan sekali

1. Laporan €taGana-dn

o Badan Kepegawaian
Daerah

o Inspektorat Daerah
r Tim Penilai Kinerja
o Biro Organisasi

audit kepegawaian
2. BKD melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi audit

kepegawaian

1. Inspektorat Daerah melakukan

2. Laporan Tindak Lanjut atasRekomendasi Hasil Audit
Kepegawaian

1. Laporan uasit Auait r$Sffiian
Promosi, Rotasi, Mutasi,
Pemberhentian pejabat ASN
Kepada Kepala Daerah yang
transparan dan akuntabel -

_ _relaKsanaan Rekrutmen, 1. Laporan H"sit euElxepQlwaGn-
2. Laporan Tindak Lanjut atas

Rekomendasi Hasil Audit fepegawai;;*

Benturan Xepentingan r Badan Kepegawaian
Daerah

o Inspektorat Daerah
o Biro Hukum

l. BKD menyu"un- r@lisi
Benturan Kepentingan

2. Kepala Daerah menetapkan
regulasi Benturan Kepentingan

ld*vlffi r loaK ada praktik tata ke
pemenntahan yang berpotensr
aoanya benturan kepentingan

eerkada@

Inspektorat Daerah
Badan Kepegawaian
Daerah

Inspektorat Oaeiah --EeG[uGn
evaluasi benturankepentingan

Laporan EvaLuasi-- $;turan Ji1".k@kelola pemerintahan yang
berpotensi adanya bentlrai
Kepentlngan
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VI

1

OPTIUALISAIIT
PA"'AK DAER.AH

Database Pajak Badan Pendapatan
dan Aset Daerah

Dinas Komunikasi
dan Informatika

l. Pemda menyusun
database pajak aktual dan
potensial untuk semua mata
pajak yang lengkap, akura!
informatif, sehingga dapat
dengan mudah dan cepat
menyediakan data yang
dibutuhkan dalam
pengambilan keputusan
Database Pajak memuat:
- Identitas WP/ WAPU

meliputi NPWp, Nama/
Nama Perusahaan, alamat
dll.

- Data objek pajak meliputi
nama,alamat, kepengurusan
usaha dll.

- Data besaran kewajiban
pajak dan mutasinya
(saldo awal,
penambahan/ pengurangan,
saldo akhir) serta informasi
lainnya.

- Data catatan reputasi
kepatuhan perpajakan

2. Pemda melakukan
pemutakhiran database wajib
pajak aktual dan potensial
setiap saat;

3. Pemda mengintegrasikan
database pajak dengan unit
terkait keuangan daerah,
pen1rnan, pengendalian,
pengawasan dan penertiban,

Tersedianya database Pajak yang
handal dan akuntabel, sehingga
dapat dengan mudah dan
cepat menyediakan data serta
informasi yang dibutuhkan
dalam pengambilan keputusan

I Screenshoot sistem/aplikasi database
pajak aktual dan potensial, memuat:
' Identitas WP/WAPU meliputi: NpWpD,

Nama, alamat dll,
- Data objek pajak meliputi nama,

alamat, kepengurusan usaha dll.
- Data besaran kewajiban pajak dan

mutasinya (saldo awal, penambahan/
pengurangan, saldo akhir) serta
informasi lainnya.

- Data catatan reputasi kepatuhan
perpajakan

- Data pajak yang terintegrasi dengan
data perizinan (data izin yang
dikeluarkan oleh DPMFISp diberikan
kepada Bapenda/BPI(AD sebagai data
potensi pajak)

Data-data pajak AKIUAL dan
POTENSIAL yang lengkap, akurat dan

z.

informatif tersimpan dalam

A

sistem/aplikasi database pajak 
I

Bukti berupa data, catatan d"" Iinformasi mengenai 
I

reputasi/kepatuhan Wajib pajak yang 
Imudah ditelusuri dan kapan data Idimutakhirkan 
I

Bukti berbagai tampilan menu dan I

analisis informasi yang bisa disediakan Iuntuk bahan pertimbangan dahm I

pengambilan keputusan 
I

Bukti bahwa system/aplikasi telah i
terintegrasi dengan unit terkait I

keuangan daerah, perijinan, 
Ipengendalian, pengawasan dan Ipenertiban. 
I

1. Adanya database wajib pajak
aktual darr potensial yang
Iengkap, akurat, dan informatif
selalu dimutakhirkan

2. Integrasi database pajak
dengan unit terkait seperti
keuangan, perijinan,
pengendalian, pengawasan
dan penertiban

-20-



Badan Pendapatan
dan Aset Daerah
Dinas Komunikasi
dan Informatika

1. Pemda menyu"r_rn d-taEaG
piutang/ tunggakan untuk
:"-:" mata pajak yang
lengKap, akurat, informatif.
sehingga dapat dengan mudah
aan cepat menyediakan datayang dibutuhkan dalam
pengambilan keputusan

2. Pemda melakukaapemutakhiran database
piutang/ tunggakan setiap saat

Adanya database tunggakan/
piutang pajak_yang t""gt"p,Atur"i,
dan rnlormatif selalu dimutakhirkan
lleliputi idenritas Wp, Objek pajak,
besaran dan info lainnva

Tersed_ianya attatr"-" p"FF ya"g
l=*, dan akuntabel, sehinegidapat dengan mudah dancepat menyediakan dara sertainformasi yang dibutuhkan
dalarn pengambilan keputusan

sc."nshoo@
Pq,.k _ yang memuat piutang/
tr thdd-t-^- -^r ^tunggakan pada masing_ masing maiapajak
D-ata-data 

- 
piutang/ tunggakan

9,"]"*. y?T lengkap, akurat lsehluqrmutakhlrkan) dan informatiftersimpan dalam sistem/aplikasi
database pajak
Bukti bahwa data pqiak selaludimutakhirkan
Bukti bahwa database piutane/
Tunggakan pajak memiliki b;;;;itampilan menu dan 

"".ii;i"inforSa;i _ yang bisa disediakan
unrui< balan pertimbangan dalampengambilan keputusan
Bukti bahwa database piutans/

]11se"t "tr. pajak telah t.ri"i.g.."Ji
dengan unit terkait keuangan aaelah,penjinan, 

.pengendalian, pengawasan
dan penertiban-novasi Peningkatan Badan Pendapatan

dan Aset Daerah
1. Pemda menyusun*- nErrcana

Inovasi Akselerasi peningkatan
Pendapatan pajak melalui
fYsteq pa.yak online dan/atau
lnovast tamnya yang realistis
oan terukur:

2. Pemda menyusun target_target
:1p"i"1 geriodik dan tahuna*nydisertai dengan langkafrl
langt{ah pelaksanaan inovasiakselerasi peningkatan
rendapatan pajak yang efektif
dan elrslen

1. 
19""V_ " proposaiTencana
Akselerisi - p;;rngkatan
Pendapatan pajak;

2. Adanya rencana inovasi
1l_1*..""i pendaparan pajak

:1"..1"t . dengan target_tarlet
lfPaan (penodik dan tahunan)
ctrserral dengan langkah_ langkah
pelaksanaan inovasi akselErasi

5:l':fi5ir" Pajak yang efekrif

Terlaksananyalnovasi aF
penlngkatan pajak daerah

- Rencana Kegiatar
- Langkah Keiia
- Timeline dan pelaksana
- 

ltrategr 
pencapaian

- 1L*:t . peningkatan masing-masing
mata pajak.

P:fyr.q" ditandatangani oleh Kepala
B. PAD. dituj u kan kepada" Kep"il ;;"r;:;;ditembuskan Sekretaris daerah ;.;Inspektorat Daerah.

I::.""1" nararif lproposa! kegiaE?peft ngkatan 
-pajak daerah meliputi:

Badan Pendapatan
dan Aset Daeiah

remqa melakukan evalUasi atasrealisasi pelaksanaan inovasi
peningkatan pendapatan paiak
secara periodik dan tahun"r, yi.rg
$iguang\gn dalam laporan yang
rnlormatll.

li?rl1,@realisasi 
""pai"r, 

- 
p"td;;;;rencana Inovasi Akselerasi

Peningkatan pendapatan pajak.

'lerlaksananya inovasi ak
peningkatan pajak daerah

Laporan@
Akselerasi eeningkaLn pajak secaraPeriodik/Semester; a"" " -r"iiili
meliputi:
- Hasil kegiatanyang sudah dilaksanakan
- 

9::o:,_,l.ng dicapai (misatnya berapaalat rekam paiak r

"prir.*i'^-'^L.";;1"{""u.90"'"t",t";t:"tlpenerimaan pajak lainnya ;";;pembenahan daiaLase, dst)
- 

_P1ose1!ase tingkat realisasi atas inovasiyang dtrencanakan.

P:$rnq" ditandatangani oleh KepalaBPAD ditujukan kepadi Kepala Daeraie;
D
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J Penagrhan
Pqjak (3oolo)

Piutang . Badan Pendapatan
dan Aset Daerah

o Satpol PP

ditembuskan Inspektorat Daerah,

upaya nyata dalam ;l?fr
merealisasikan penagihan
piutang pajak tahun-t-ahun
sebelumnya

2. Menjadikan kenaikan realisasi
PAD bagian dari kontrak
kinerja yang harus dicapai oleh
pejabat beserta jajaran terkait.

nuartya rnvenfansasl tunggakan
pajak

'I'erselesalkatnya seluruh
Piutang/ Tunggakan pajak.

Data Tunggakan dan REillsasi
Hasil .Penagihan Tunggakan pajak Target
penagrhan tunggakan pajak 7Oo/o

Badan Pendapatan
dan Aset Daerah
Badan Keuangan
Daerah
Satpol PP

Pemda menvusun Laporan atas
Penagihan tunggakan eajak

Adanya_ Laporan Ptnagfian
Tunggakan Pajak

'Ibrselesarkannya seluruh
Piutang/ Tunggakan pajak.

Laporan T@
Tahunan
atas Realisasi Penagihan Tunggakan pajak
yang memuat:
- Data tunggakan pajak dari seluruh

mata pajak
- Upaya-upaya yang dilakukan untuk

melakukan penagihan tunggakan pajak
- Keattsaqr/ capalan hasil penagihan

tunggakan p4jak
- Kendala yang dihadapi dalam

penagihan tunggakan pajak -

- Analisis, Evaluasi, dan Rekomendasi
Tind"!. Lanjut terkait kegiatan
penagihan tunggakan pajak yang telah
ollaKS€Inan<an

$poran disusun oleh Bapenda/BpI(AD,
ditan{atangani oleh Kepila dapenda/
BPKAD dan disampaikan kepada -Keoala

Daerah ditembuskan kepada Inspektbrat
Daerah

bZi;i"^''"' raJaK o Badan Pendapatan
dan Aset Daerah

Pemcla melakukan upaya-upaya
nyata dalam rangka
merealisasikan:
1. Total peningkatan realisasi

penerimaan pajak secara
keseluruhan minimal sebesar

Adanya laporan lengkap triwulan
dan tahunan total realisasi
penerimaan pajak yang
menunJukan peningkatan
drbandtngkan tahun
sebelumnya yanginformatif;

Terciptanya --oFiffilisasi-
Penerimaan Daerah melalui
realisasi peningkatan
penenmaan pajak daerah.

Laporan Peningkatan pajak tad-
maslng-
masing mata pajak yang diintervensi
clengan membandingkan perolehan paiak
tahun 2O19 dan tahun 2O2b, dengan t-arget
kenaikan 3O7o

2U/o dibandfigEan---?engan
periode/ tahun Jebelumnya;

2. Peningkatan realisasi
penerimaan minimal pada 3
mata pajak yang dilakukan
rnovasl akselerasi
kenaikannya minimal sebesar
3O9o dibandingkan dengan
perlode/ tahun sebelumnya;

3. Pemda meniadikan
kenaikan rlalisasi
peningkatan penerimaan pajak
bagian dari kontrak kineria
yang harus dicapai oleh pejabit
beserta jajaran terkait.

2. Adanya laForanleng[ap
trlwulan dan tahunan realisasi
penerimaan pajak yang
dilakukan inovisi akseliras'i
menunjukan peningkatan
dibandingkan lahun
sebelumn-ya yang
informatif;

3. Adanya kebijakan bahwa
realisasi kenaikan peningkatan
realisasi penerimaan pajak
menjadi kontrak kinerja.

J,rp"I.tt. Peningkatan F{aF secara
Keselu.ruhan yang membandingkan
pe-rolehan seluruh mata pajak pada
tahun 2019 dan2O2O, dengan tiript2@/o

aa
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VII ITANA"'EMEI{ ASIET
DATRAH

Database Aset (lOo/ol Badan Pendapatan
dan Aset Daerah

Dinas Komunikasi
dan Informatika
Badan Pendapatan
dan Aset Daerah

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Pemda melakukan penatausahaan
BMD dengan menggunakan
aplikasi penatausahaan BMD
yang terintegrasi dengan e-
6trtgeting
Pemda melakukan rekonsiliasi
BMD bersama seluruh OpD

Tersedianya aplikasi penatausahaan
BMD yang terintegrasi dengan e-
budgeting

Laporan Naratif Pelaksanaan Rakor
Rekonsiliasi BMD tahun berjalan
meliputi: kapan dilaksanakan, pihak
terkait, hasil rekonsiliasi (aseLyang
telah bertambah selama tahun
berjalan dan telah dicatat sebagai
aset daerah, aset bermasalah,
pensertifikatan aset, kendala dan
hambatan/ permasalahan)

Penatausahaan BMD yang
akuntabel, efektif, efisien, dan
andal
Penatausahaan BMD yang
akuntabel, efektif, efisien, dan
andal

Penatausahaan BMD yang
akuntabel, efektif, efisien, dan
andal

l. Screenshoof halaman beranda aplikasi
penatausahaan BMD pemda yang
bersangkutan yang menunjukkai
aplikasi perencanaan telah digunakan

2. Alur dan screenstaot yang
menunjukkan aplikasi penatausahaan
aset telah terintegrasi dengan e-
budgeting

3, Manual Book Aplikasi penatausahaan
Aset

Laporan
rakor

naratif pelaksanaan

rekonsiliasi BMD tahun berjalan meliputi:-
- Waktu pelaksanaan
- Peserta dan pihak2 terkait
- Hasil rekonsiliasi: (1). Aset yang telah

bertambah/berkurang selama tahun
berjalan dan telah dicatat sebagai aset
daerah; (2). Aset Bermasalah; (S). aset
yang Belum Tersertifikasi; (4). Kendala,
H ambatan/ Permasalahan

>creenstroot aphkasl yang menunjukan
bahwa database BMD telah tersedia Jecara
elektronik berdasarkan setiap jenis Kartu
Inventaris Barang (KIB)
Cantumkan screenslaot KIB A - F

Badan Pendapatan
dan Aset Daerah

Dinas Komunikasi
dan Informatika
Perangkat Daerah

Pemda menyusun database BMD Tersedianya data.base BMD yang
andal yang sekurang-kurangnya
memuat: nama aset, oPD pengguna,
tahun perolehan, nilai aset, luas
aset (tanah), merk (kendaraan
dinas), lokasi, mengacu kepada
format Permendagri 19 / 20 |

Pengelolaan Aset (3oolo) Badan Pendapatan
dan Aset Daerah

Biro Hukum

1. Pemda memiliki regulasi
tentang pengelolaan BMD

2. Pemda mengimplementasi-
kan regulasi pengelolaan
BMD

Ruang lingkup regulasi
pengelolaan BMD (sesuai dengan
Permendagri I9/2OL6! antara
lain:
1. Perencanaan kebutuhan dan

Penganggaran
2. Pengadaan
3. Pemanfaatan
4, Pengamanan dan

r. reraturan lJaerah tentang
Pengelolaan BMD ("perda")

2. Peraturan kepala daerah yang
mengatur tentang sistem dan
prosedur/tata cara pengelolaan
BMD ("Perkada")

3. SK kepala daerah yang
menetapkan SOP masing-masing
jenis Pengelolaan BMD fsa
Kada")

Pengelolaan BMD
diselenggarakan sesuai dengan
regulasi (Perda, Perkada, dan SK
Kada), transparan, akuntabel,
efisien, berkepastian hukum, dan
memberikan nilai tambah bagi
Pemda

Regulasi Pengelolaan BMD:
1. Perda Pengelolaan BMD
2. Perkada Sistem/ Prosedur pengelolaan

BMD
3. SK Kada terkait penetapan SOp Setiap

Jenis Pengelolaan BMD, sekurang-
kurangnya:
- Pemanfaatan
- Pengamanan dan pemeliharaan

- Pemindahtanganan
- Penghapusan
- Penatausahaan

-zJ-



INDIKATOR

DOKUMEN PENDUKUNG

I Pemindahtanganan
t. l,emusnahan
8. Penghapusan
9. Penatausahaan, dan
1O. Pembinaan.

pengawasatr, dan
pengendalian

K_esllyryhan ruang lingkuppengelolaan BMD tersebui
selanjutnya disebut upengelolaan
BMD'

Inspektorat Daerah
Badan Pendapatan
dan Aset Daerah

Inspektora@
melakukan reviu atas kepatuhan
pengelolaan BMD sesuai dengan
setiap jenis regulasi yang berlaliu

Laporan@
Yang .ruang lingkupnya adalahKepatuhan pengelolaan 

BMDmengacu kepada: dan diatur lebihIantut

;: !:;['"o"oi ts/2016

3. Perkada
4. SK Kada

ai".Lrrgg".af.an sesuai O.:S:
regulasi (perda, perkada, dantX
5;td"t, . transparan, akuntabel,
errsrer, berkepasrian hukum, danmemberikan nilai tambah bagiremda

lfpo'an@
:H::iil"-ffi::f5ff; "'o,".h;;;;

Sertilikasi Aset (3Oyo) Badan Pendapatan
dan Aset Daerah
Bidang Pertanahan
(OPD terkait
sertifikasi aset)

Pemda *;l"k"k""lA""tifiG;
Tanah yang belum
bersertifikat dan Kendaraan
belum lengkap bukti
kepemilikannya (STNK &
BPKBI

Pemdaberkoordinasi dengan
Kantor pertanahan unfukpercepatan pengurusan
serrlllkasr tanah yang belum
memiliki sertifikat

koordinasi dengan Samsat
untuk melengkapi kendaraan
y.anc !:lum dilengkapi bukti.
Kepemlukan

11r.""@r anunan yang berisi:
- Rencana Sertifikasi
- Anggaran Tersedia
- Kegiatan yang dilakukan
- Hasil Sertifikasi Aser selama

tahun berjalan yang memuat nilai
aset yang berhasil dilegalisas

Legatisa"i@
lY":" . pengamanan aset dan,1lg**. awal pencegahan
orKuasar prhak ketiga

t.L.pot.r@
sekali dalam 6 :

. ?:1." (semester).
Laporan maksimal di"";p"il;'";;;:
minggu kedua Juli dan Januari,

2. Isi Laporan meliputi:
- Kegiatan, pihak Terkait, dan Waktu

Pelaksanaan
- KetersediaanAnggaran

ffffiff", o."iT"3lHi ."., r,Jfffct€ul t<endaraan dinas) yang diajukanpensertifikatannva
- Hasil Sertifikasl dilengkapi densan

Dara. aset (tanah da-n i""J;;;;qlnasl yang berhasil disertifi katkanselama tahun berjalan beserta--iilai
aset yang berhasil disertilikatkan- Kendala dan Hambatan

Lap,oran disusun oleh Kepala BPKAD/OPD Penanggungjawab Sertifikasi AsetortuJukan 
_ 
kepada Kepala Daerahdengan tembusan Inspektorat Daerah.



DOKUMEN PENDUKUNG
Badan Pendapatan
dan Aset Daerah

Pemda menyusun rekapitulasi
aset baik tanah mauoun
kendaraan dinas yang sudah ian
belum bersertifikat/ belum
memiliki bukti kepemilikan

1. Rekapitulasi AsetTanah Belum
dan Sudah Bersertifikat

2. Rekapitulasi Aset Kendaraan
Dinas Belum dan Sudah Memiliki
Bukti Kepemilikan

Pengelolaan BMD
diselenggarakan sesuai dengan
regulasi (Perda, Perkada, dan SK
Kada), transparan, akuntabel,
efisien, berkepastian hukum, dan
memberikan nilai tambah bagi
Pemda

1. Daftar aset tanah yang sudah dan
belum disertifikatkan

2. Daftar aset kendaraan dinas yang
sudah dan belum memiliki bukti
kepemilikan (STNK & BPKB)

3. Rekapitulasi aset tanah dan kendaraan
yang sudah atau belum bersertifikat/
memiliki bukti kepemilikan

Pemulihan Aset (3oolo)
Badan Pendapatan
dan Aset Daeiah
Biro Hukum

inventarisasi asset yang perlu
ditertibkan. Bentuk 

-peniriiban
Aset:
- Penertiban Kendaraan Dinas

(Lelang Kendaraan Dinas
dan Penertiban Kendaraan
Dinas yang dikuasai pejabat
yang berakhir masa
jabatannya karena mutasi/

- Penertiban Aset yang
Tumpang Tindih dengan
Pemda/ instansi lain

- Penertiban Fasilitas
Umum
Fasilitas Sosial
FasosI

- Penertiban Aset
belum
pemanfaatannya

Pemda melakukan
dengan Pihak Terkait
- Pihak yang menguasai aset
- Kanwil DJKN dalam rangka

penilaian aset yang alian
olrerang

- Koordinasi dengan pemda/
lnstansi lain dalam rangka
penertiban aset yang
tumpang tindih

- Koordinasi dengan pihak
pengembang perumahan
dalam - rangka penertiban
Iasum lasos

Laporan Hasii InvetarisaJi Hset
yang perlu ditertibkan

2.l,aporan Hasil Penertiban Aset
lgserta Nilai Aset yang berhasil
ditertibkan

Penertiban aset yang mehputi
pengembalian, pjmuiihan'dan
optimalisasi aset yang meningkat
secara. . transparan dan
aKuntabel.

Daftar/Rekapitulasi 6asil idl
atas aset yang akan ditertibkan:
- Kendaraan- Dinas yang perlu

Dikembalikan oleh Mantan pejabat/
Pensiunan/ Lainnva

- Kendaraan Dirias yang akan
diielang

- Aset 
, 
yang tumpang dndih dengan

remoa/ tnstanst laln- Database potensi fasum fasos- Data aset yang
dikerjasamakan dengan
namun belum
pemanfaatannya

Laporan Naratif Penertiban Aset Setiao
Semester,(1 tahun 2 laporan) yang
terolrt dafl:
- Pendahuluan, Maksud, dan Tujuan
- Waktu Pelaksanaan penertiban

Aset
- Rencana Penertiban Aset
- Realisasi Aset yang berhasil

ditertibkan
- ryIl"i , rupiah aset yang berhasil

ditertibkan beserta riircian bentuk/
jenis aset

Catatan:
Finalisasi capaian hasil penertiban aset Der3l Desember 2O2O dan diveri{ikasi minggu
I Tahun 2O2 1

$

NO INDIKATOR
KEBERHASILAN PELAKSANA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME

A
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- Koordinasi dengan BPKP
untuk meminta Audit
Hambatan Kelancaran
Pembangunan untuk
menilai apakah aset sudah
memberikan pemanfaatan
optimal bagi Pemda

- Koordinasi dengan Kanwil
D.f KN dalam rangka
penilaian aset yang akan
dikedasamakan dengan
pihak ketiga

I cueenNuR ."KARA rrM"{

INTKTOR BUNGTILU LAISKODATJ

/l

tl
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NO
INDIKATOR

KEBERHASII,AN PELAKSANA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN PENDUKUNG



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMURltIoMoR I tAz lIKE;plI#rKl2O2O
TANGGAL 3 7 ?,rrvr 2OZO

RTNCANA AI<SI PROGRAM STRATEGIS IVASIONAL PEIVCEGATIAN KORUPSI
PEMERINTATI PROVINSI NUSA TEITGGARA TIMUR

TATIUN 2O2O

F2

A7

FOKTIS F2:
KI'UAITGAIT
IYEGARA

Peningkatan
Profesionilitas dan
Modernisasi
Pengadaan Barang
dan Jasa

I Biro
I Pengadaan

I Barang/ Jasa

Implementasi
Katalog {SAlO).

E- Digunakannya e-katalog lokal di
seluruh Pemerintah Provinsi dan
e-katalog sektoral (UK3 1).

B15 (Maret 2O2Ol :

Terlaksananya permintaan menjadi
katalog lokal (TT2208)

Surat permintaan Pemerintah Daerah
menjadi katalog lokal

818 (Juni 2O2Ol:
Terlaksananya penandatanganan MoU
dan Perjanjian Kerja Sama {[t22l2l

Dokumen MoU dan Perjanjian Kerja
Sama e-katalog

821 (September 2Q2O)

Terlaksananya proses pemilihan calon
penyedia Ftz2IOl.

Laporan proses pemilihan calon
penyedia melalui e-katalog

824 (Desember 2O2Ol

1. Terlaksananya E-purchasing
rrT221s)

Laporan E-Purchasing

2. Terlaksananya penandatang.tr"tt
kontrak katalog dan penayangan
produk gT 2213)

Dokumen kontrak katalog dan
penayangan produk

Pembentukan Unit
Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa
{UKPBJ) (SAe)

1) Terbitnya regulasi tentang
pembentukan UKPBJ di
Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Provinsi.

2) Terbentuheya UKPBJ
struktural di
Kementerian/I.elrrbaga dan
Pemerintah Provinsi.

3) Terpenuhinya jabatan
fungsional pengadaan di
setiap Kementerian/Lembaea

815 (Maret 2O2Ol z

Terlaksananya pengangkatan ke dalam
Jabatan Fungsional PPBJ pada semua
Pemerintah Provinsi (Yt2L94l.

SK Pengangkatan ke dalam Jabatan
Fungsional PPBJ pada semua
Pemerintah Provinsi

821 (September 2O2O)

Tersedianya Peraturan Kepala Daerah
mengenai Pemberian Tambahan
Penghasilan bael JF ppzu di
Pemerintah Provinsi Vl22O2\.

Peraturan Kepala Daerah mengenai
Pemberian Tambahan Penghasilan bagi
JF PPBJ di Pemerintah Provinsi

a1

Kode Fokus / Aksi Penanggung
jawab Sub Aksi Ukuran Keberhasilan Target Triwulan Data Dukung

1 2 3 4 5 6 7
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.l

I

4) Dialihkannya seluruh anggota
Pokja pengadaan barang dan
jasa di Kementerian lLem.baga
dan Pemerintah Provinisi
menjadi pejabat fungsional
pengadaan UKPB.J.

5) Dilaksanakannya
pengukuran kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa di 10O
Kementerianllnmbaga dan
Pemerintah Provinsi. (UK26).

PEITEGANAI|
Ht'I{uu DAII
RTI.ORUASI
BIROKRASI
Penguatan
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Badan
Kepegawaian

Daerah

Percepatan
Pelaksanaan
Merit (SA17)

1. Penguatan implementasi
sistem seleksi Jabatan
Pimpinan TinCCi berbasis
teknologi informasi (SIJAPTI,
SISKA, SIPIMER);

2. Penguatan talent pool dan
talent management ASN.

B18 (Juni 2O2Ol:

Telah dilakukan pemetaan Kesiapan
Integrasi SIMPEG melalui
https: / / sscndashboard. bkn. go. idl kuesioner/
$,tr224l

Laporan pemetaan Kesiapan Integrasi
SIMPEG melalui
https : / / sscndashboard. bkn.eo. idl kuesioner/

Dilaporkannya Penilaian Kinerja
PNS di Instansi Pemerintah untuk
tahun 2OI9 minimal 5Oo/o dari
jumlah PNS dari masing-masing
instansi. (TTl234l.

Laporan Penilaian Kinerja PNS di
Instansi Pemerintah untuk tahun 2019

kepegawaian di Instansi dengan
data Kepegawaian Nasional di BKN
dengan menggunakan rekon data
mandiri WL222).

Rekonsiliasi data kepegawaian
Pemerintah Provinsi NTT dengan data
Kepegawaian Nasional di BKN dengan
menggunakan rekon data mandiri

Teridentifikasinya perbedaan dan
permasalahan a.ntara data Simpeg
Instansi dengan data BKN (TT1233)

Laporan identifikasi perbedaan dan
permasalahan antara data Simpeg
Instansi dengan data BKN

Kode Fokus / Aksi Penanggung
jawab Sub Aksi Ukuran Keberhasilan Target Triwulan Data Dukung

I 2 3 4 5 6 7

F3

A9

)
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Pendidikan
dan

Kebudayaan

Biro
Organisasi

Integritas (ZI) (SAIS)
t_4 r erDangunnya unit_unit keria

percontohan (zona integita;)
di setiap instansi pemerintah.'

2) Terbitnya MoU komitmen
pembangun an hna Integritas
pada aparat penegak hukum
dan Unit pelayanan Strategis
tertentu yakni KantorPertanahan, Syahbandar,
Lapas, Bea Cukai, Imigrasij
BNP2TKI, serta Unit f,ayanan
Pendidikan.

3) Terbentuknya Unit
Pengendalian Integritas di
sektor-sektor strategis. UK56

BlS pu;i 2020):

YoU . 
komitmen pembangunan zorTa

rnregrrtas oleh Unit Layanan pendidikan
(TT232o)

Dokumen MoU komitmen
pembangunan zorra integritas oleh Unit
Layanan Pendidikan

Bz t lsep-embei-o20t
1. Penilaian TpI di Unit Layanan

Pendidikan pada daerah IntervLnsi.
1. Laporan penilaian TpI di UnitLayanan pendidikan pada daerah

Intervensi.

?g13 Irrt gtii"" m..ruj'u WBIffi;;
*i."Y:r-l l"ranan 

pendidikan (Tah;;
I) untuk 3 areaperub"fi 0Tffi6'

:r4p(Jrrin rembangunan Znnahtegritas menuju WBK_WBBM diUnit _Layanan 
pindidik* pJ"p liuntuk 3 area perubahan

1. Terlaksananya pembangunan Zona
:3.:CTt " menuju WBK_WBBM diunlr Layanan pendidikan (Tahap IIIuntuk 6 area perubahan

1. Laporan pembangunan ZonaIntegritas menuju WeX_WeeIa dJunrt Layanan pendidikan (Tahap II)untuk 6 area perubahan

.leng4uan@
akan diajukan 

"1rg! *;"d"p;p-redikat WBK/WBBM 'k"
Kementerian PANRB selaku TpN
w2323)

eqraL (rsllran renga3uan unit keria
strategls yang akan diajukan unt;k
mendapat predikat WekTWenfr{ teKementerian PANRB selaku TpN

v
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